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A. Latar Belakang 
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) merupakan organisasi politik dari Partai 
Golongan Karya (GOLKAR) yang didirikan pada masa Orde Baru pada tanggal 3 Maret 1950 di 
Sukabumi Jawa Barat. Meskipun Organisasi GUPPI ini dibawa naungan Partai Politik Golkar, namun 
organisasi ini tetap fokus kepada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, sehingga 
dalam masyarakat GUPPI lebih dikenal sebagai Pesantren dari pada organisasi. GUPPI sebagai sebuah 
organisasi politik memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di 
Indonesia. 
 Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pendidikan merupakan usaha untuk 
merancang masa depan manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Konsep pendidikan 
yang diterapkan di Indonesia tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Sejalan 
dengan dinamika dan pasang surut sejarah pergerakan politik di Indonesia, maka pendidikan Islam pun 
mengalami dinamika dan pasang surut pula.  
Sejak ditumpasnya peristiwa G 30 S/PKI dan Soekarno diminta untuk menyerahkan kekuasaan 
kepada Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada tahun 1966, maka bangsa Indonesia 
telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru.  Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru  
membawa konsekuensi perubahan politik dan kebijakan pendidikan nasional. Orde Baru  pun 
memberikan corak baru bagi kebijakan Pendidikan Agama Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme 
ke arah pemurnian pancasila melalui rencana pembangunan berkelanjutan bertujuan membangun manusia 
seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih 
baik.134  
Pada zaman Orde Baru, pendidikan Islam dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional. 
Pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren telah diperbarui dalam seluruh aspek, baik fisik 
maupun non fisik, peningkatan mutu pendidikan Islam, pengembangan kelembagaan, kurikulum, 
manajemen pengelolaan dan sumber daya manusia. Dengan adanya usaha-usaha pembaruan pendidikan 
Islam tersebut, maka umat Islam tidak lagi termarginalisasikan dalam kehidupan, melainkan sudah dapat 
mengambil peranan yang signifikan dalam pembangunan nasional. 
Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis lebih memfokuskan peranan organisasi GUPPI dalam 
peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. 
 
                                                          




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam makalah ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pendidikan Islam pada masa Orde Baru? 
2. Bagaimana kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru? 




A. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru (1966-1998)  
Kehidupan sosial, agama, dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan yang 
sangat besar. Periode ini disebut Zaman Orde Baru dan munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 
66. Pemerintahan Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 
dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat akan membangun manusia 
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, maka 
kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang kuat dalam 
struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. 
Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 selalu ditegaskan, bahwa 
pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang 
pendidikan. Bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-Kanak (Bab V pasal 9 
ayat 1 PP Nomor 27 Tahun 1990 dalam UU Nomor 2 Tahun 1989).135 
 Pada tahun 1973, Suharto membangun sekolah-sekolah dasar atas dasar Instruksi Presiden. 
Pembangunan sekolah-sekolah Inpres dimulai pada tahun 1974 dengan konstruksi bangunan dan 
perbaikan termasuk pengadaan fasilitas sekolah dasar dengan merampungkan pembangunan hingga tahun 
1980an dengan jumlah sekolah 40.000 SD. Pada tahun 1990an, masyarakat Indonesia dengan anak usia 7 
hingga 12 tahun diwajibkan untuk masuk sekolah 6 tahun. Mereka dapat memilih sekolah negeri dibawa 
naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau sekolah-sekolah semi swasta agama (khususnya 
agama Islam) yang dinaungi dan didanai oleh Departemen Agama. Sekolah-sekolah Islam dimasukkan 
sebagai bagian sistem pendidikan formal sejak tahun 1975. Meskipun 89% populasi Indonesia dicatat 
sebagai Muslim menurut sensus tahun 1990, namun kurang dari 15% yang masuk sekolah agama.136 
Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui Proyek 
Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Dana pembinaan pesantren diperoleh dari pemerintahan terkait, dari 
pemerintahan pusat hingga daerah. Tahun 1975, muncul gagasan untuk mengembangkan pondok 
pesantren dengan model baru. Lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Centre, 
dan Pondok Pesantren Pembangunan. Kemudian banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum 
dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, pada Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 
1975 (SKB 3 Menteri), menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70 % dari 
seluruh kurikulum madrasah. Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti Pesantren 
Al-Syafi’iyah dan Pesantren Al-Tahiriyah.137 
SKB ini merupakan model solusi yang memberikan pengakuan kepada eksistensi madrasah dan 
sebagai usaha yang mengarah pada pembentukan Sistem Pendidikan Nasional yang intergratif. Dalam 
SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah yaitu, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang 
ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP, SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke 
                                                          
135 Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan nasional, Dirjend Bimbaga Islam, 
(Jakarta: 1991/1992), h. 50. 
136  OECD/Asian Development Bank. Education in Indonesia: Rising to the Challenge, (Paris: OECD Publishing, 
2015), h. 72. 




sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang 
setingkat.138 
Menurut Anzar Abdullah, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam 
konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 
tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Pada masa pemerintah Orde Baru, lembaga pendidikan madrasah 
dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.139 
 
B. Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru 
Setelah SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga menteri, selanjutnya diperkuat lagi dengan 
dikeluarkannya SKB Menteri P&K No. 299/U/1984 Dikbud) ; No 45 Tahun 1984 (Agama) tentang 
Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Sekolah Madrasah yang isinya antara lain 
mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih 
tinggi.140 SKB 2 Menteri dalam rangka penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan 
pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu 
upaya perbaikan penyelengaraan pendidikan di madrasah maupun sekolah umum. 
Upaya dalam pengaturan dan pembaruan kurikulum madrasah dikembangkan dengan menyusun 
kurikulum sesuai dengan yang ditetapkan. Khusus untuk MA, waktu untuk setiap mata pelajaran 
berlangsung selama 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam 
kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan. Pengembangan kedua program 
kurikulum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: pendidikan agama terdiri atas: al-Qur’an, Hadis, Aqidah 
Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab. Pendidikan umum antara lain: PMP, PSPB, Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Pengetahuan Sains, Olahraga dan Kesehatan, Matematika, Pendidikan Seni, Pendidikan 
Keterampilan, Bahasa Inggris (MTS dan MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika (MA) dan Kimia 
(MA).141 
Substansi dari pembakuan kurikulum di sekolah umum dan madrasah ini memuat antara lain: 
1. Kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus. 
2. Program inti untuk memenuhi tujuan pendidikan pada  sekolah umum dan madrasah secara 
kualitatif sama. 
3. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memnberikan bekal kemampuan siswa yang akan 
melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah dan madrasah tingkat menengah atas. 
4. Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan 
karir, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama. 
5. Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan 
pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan.142 
Secara formal, madrasah sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan agama sebagai ciri khas 
kelembagannya. Sebenarnya, materi pengetahuan umum bagi madrasah secara kuantitas dan kualitas 
mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain penguasaan murid terhadap pengetahuan agama menjadi serba 
tanggung. Menyadari kondisi tersebut, muncul keinginan pemerintah dalam hal ini menteri Agama 
Munawir Sadzali untuk mendirikan Madrasah Aliyah yang bersifat khusus, yang kemudian dikenal 
dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). 
Dalam MAPK ini terlihat pendidikan agama memperoleh porsi persentase yang lebih tinggi 
seperti tertuang dalam kurikulum MAPK tahun 1993 (70 % agama – 30 % umum). Hal ini dimaksudkan 
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untuk mengembangkan program pembibitan calon-calon ulama melalui sistem asrama (program tutorial) 
dan mengembangkan kemahiran berbahasa arab dan Inggris.143 
Pada masa Orde Baru telah mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah: 
1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS 
N0.XXVII/MPRS/1966). 
2. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. 
3. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. 
4. Berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975. 
5. Pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak 
awal tahun 1980- an. 
6. Pemerintah memberi ijin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di 
sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala 
terbuka. 
7. Terbentuknya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
8. Terbentuknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
9. Adanya Kompilasi Hukum Islam. 
10. Dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam. 
11. Pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah). 
12. Pemberian label halal dan haram oleh MUI bagi kemasan produk makanan dan minuman, 
terutama bagi jenis olahan. 
13. Pemerintah menfasilitasi penyebaran da’i ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi. 
14. Mengadakan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an). 
15. Mengadakan peringatan hari besar Islam di Mesjid Istiqlal. 
16. Mencetak dan mengedarkan mushab al-Qur’an dan buku-buku agama Islam yang kemudian 
disalurkan ke masjid dan perpustakaan Islam. 
17. Terpusatnya jama’ah haji di asrama haji. 
18. Penayangan pelajaran bahasa Arab di TVRI. 
19. Berdirinya MAN PK (Program Khusus). 
20. Mengadakan pendidikan Pascasarjana untuk dosen IAIN, baik ke dalam maupun ke luar negeri. 
Khusus mengenai kebijakan ini, Departemen Agama telah membuka program Pascasarjana IAIN 
sejak 1983 dan join cooperation dengan negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang  Magister 
maupun Doktor. 
 
C. Peranan GUPPI Dalam Pendidikan Islam di Indonesia 
Gerakan Usaha Pembaruan pendidikan Islam (GUPPI) terbentuk pada tanggal 3 Maret 1950 di 
Sukabumi Jawa Barat, sebagai gerakan idealisme pendidikan tradisional dari kalangan pesantren yang 
diketuai oleh KH Sanusi. Di antara idealisme yang dikembangkan adalah mempromosikan sistem 
lembaga pendidikan islam tradisional, terutama madrasah dan pesantren sebagai tempat ideal untuk pusat 
pengembangan sumberdaya bangsa Indonesia yang berkualitas. Disebut  sebagai tempat ideal, karena 
lembaga pendidikan tradisional ini memiliki kekuatan yang menekankan pada pendidikan karakter 
bangsa.144 
Awal revitalisasi idealisme GUPPI  mencuat secara dramatis di Era Orde Baru pada tahun 1968, 
ketika GUPPI bergabung dengan Golkar, sebuah partai politik yang didukung oleh penguasa pada waktu 
itu. Salah satu pertimbangan penting mengapa GUPPI masuk berafiliasi dengan partai Golkar adalah 
karena organisasi GUPPI pada masa itu tidak mempunyai dana dan fasilitas yang memadai untuk 
menggerakkan organisasi. Pertimbangan lain adalah untuk memperluas akses para fungsionarisnya 
terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. 
                                                          
143 Depag RI, Panduan Kurikulum Madrasah Aliyah 1994, (Depag RI, 1994), h. 137. 
144 Imam Tholkhah, Rekonstruksi Idealisme Pendidikan Islam Dalam Perspektif GUPPI, 




Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) 
Drs H Marwan Saridjo mengatakan bahwa GUPPI di awal pemerintahan Orde Baru pernah di gadang-
gadang untuk terjun ke dalam politik praktis. Dia bukan sekadar menjadi organisasi sayap, tetapi menjadi 
garda terdepan dalam Golkar. Para kiai dari pesantren binaan GUPPI banyak yang menjadi jurkam 
Golkar. Para kiai dan pimpinan pesantren itu dimunculkan untuk menunjukkan kepada masyarakat dan 
peserta pemilu bahwa Golkar juga "milik umat Islam" dan memperjuangkan "aspirasi umat Islam." 
Sebagai kompensasi atas keterlibatannya dalam politik praktis itu, paparnya, banyak kiai dan tokoh Islam 
yang menjadi fungsionaris GUPPI menjadi anggota DPR dan DPRD. "Bukan itu saja, pada waktu itu 
dana pun mengalir untuk membangun dan merehab gedung-gedung madrasah dan pesantren yang menjadi 
binaan GUPPI." Namun, setelah Era Reformasi, sejalan dengan perkembangan situasi politik, dalam 
Muktamar VII dipusatkan GUPPI kembali ke khitahnya semula memusatkan perhatian di bidang 
pendidikan dan tidak lagi aktif dalam politik praktis. Kalau di masa lalu setiap memperingati hari jadi 
GUPPI, diadakan di daerah-daerah dan selalu meriah, belakangan ini setiap acara peringatan hari jadi 
GUPPI diisi dengan seminar dan diskusi-diskusi membahas konsep-konsep tentang pendidikan dan 
menulis buku-buku panduan penyelenggaraan lembaga pendidikan binaan GUPPI.145 
Berbagai kontribusi penting GUPPI dalam dunia pendidikan Islam yang tercatat dalam sejarah 
GUPPI adalah adanya pemikiran-pemikiran, gagasan dan konsep para fungsionaris GUPPI untuk 
memodernisasi lembaga pendidikan Islam tradisional dengan pengembangan kurikulum pesantren pada 
bidang keterampilan kerja dan life skill serta penguatan sarana dan prasarana. Para fungsionaris GUPPI 
yang tergabung dalam birokrasi ikut memberikan kontribusi terhadap lahirnya konsep modernisasi 
madrasah sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum. Andil lainnya adalah ikut 
mendorong lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989. Melalui Undang-Undang 
ini lembaga pendidikan madrasah telah ditempatkan sebagai bagian integral dalam Sistem Pendidikan 
Nasional. Selain itu, pada masa kejayaan Orde Baru, GUPPI diberbagai daerah mampu memanfaatkan 
peluang adanya akses yang baik untuk membangun lembaga pendidikan GUPPI, seperti madrasah, 
sekolah, maupun pesantren. Jumlah lembaga pendidikan GUPPI tergolong besar, mencapai ratusan satuan 
pendidikan, terutama di Jawa, Sulawesi, dan Lampung. 
Bersamaan runtuhnya pemerintah Orde Baru, GUPPI mengalami stagnasi. Pada Muktamar 
GUPPI ke VII November 1998, GUPPI melepaskan diri dari Golkar dan kembali ke khittahnya sebagai 
organisasi independen sebagaimana awal organisasi ini didirikan. Tentu mudah dipahami, bahwa salah 
satu faktor utama yang menyebabkan statisnya GUPPI adalah tertutupnya akses sumber dana organisasi 
GUPPI sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru.146 
Dalam konteks lokal Sulawesi Selatan, pesantren GUPPI di Samata Gowa tetap eksis, namun 
perannya dalam dunia pendidikan semakin menurun, baik kualitas siswa, guru maupun sarana dan 
prasarana yang dimilikinya kurang memadai sebagai standar sebuah sekolah agama. Bahkan sebahagian 
tanah milik pesantren sudah dijual kepada pengembang perumahan. Artinya, pada masa sekarang 
eksistensi pesantren GUPPI sebagai lembaga pendidikan di Sulawesi Selatan kurang mampu bersaing 
dengan sekolah-sekolah lain dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Hal ini berbeda dengan 
alumni-alumni awal yang pada umumnya sukses dalam dunia akademik. 
 
III. PENUTUP 
Terjadinya kemajuan pendidikan Islam di zaman Orde Baru antara lain karena adanya hubungan 
yang harmonis antara umat Islam dengan pemerintah. Keadaan ini terjadi pada 16 tahun kedua dari masa 
pemerintahan Orde Baru yang berlangsung sekitar 32 tahun. Selama 16 tahun pertama, hubungan antara 
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umat Islam dengan pemerintah Orde Baru dalam keadaan tidak harmonis, tegang, saling curiga, bahkan 
terkadang diwarnai konflik. Ketegangan tersebut antara lain disebabkan pada akar-akar Islam Ideologis 
politik yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. 
Meskipun pemerintah Orde Baru lebih memberikan prioritas pada aspek pembangunan ekonomi 
daripada aspek pendidikan, namun pemerintah tetap berupaya meningkatkan aspek pendidikan agama, 
khususnya Islam seperti madrasah dan pesantren. Beberapa kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru 
membawa perubahan trerhadap pendidikan Islam. Lahirnya SKB 3 Menteri yang menyatakan bahwa 
alumni madrasah bisa melanjutkan ke sekolah umum, sehingga kurikulum madrasah pun harus 
diseimbangkan dengan kurikulum sekolah umum. Pada masa Orde Baru inilah pendidikan agama menjadi 
pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai universitas.  
Kehadiran para fungsionaris GUPPI sebagai sayap partai politik Golkar di kancah birokrasi dan 
politik pada masa Orde Baru telah memberikan kontribusi yang besar terhadap keputusan-keputusan 
pemerintah terhadap pengembangan pendidikan Islam. Lahirnya SKB 3 Menteri tahun 1984 telah 
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